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ABSTRAK
Perkembangan teknologi dalam dunia bisnis, yaitu di bidang startup digital (perusahaan rintisan) telah menjadi salah satu magnet untuk memulai usaha di berbagai bidang, seperti jual beli online, penyedia jasa online, pemesanan tiket online dan banyak lagi yang lainnya. Dalam penelitian ini membahas tentang layanan Go-Food, khususnya driver yang mengalami orderan fiktif di Semarang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Tujuan yang ingin dicapai peneliti adalah menganalisis dan menjawab permasalahan terkait praktik orderan fiktif terhadap pengemudi Go-Jek pada layanan go-food di Kota Semarang dan perlindungan hukum terhadap driver Go-Jek yang dirugikan akibat kasus orderan Go-Food fiktif di Kota Semarang. Adapun hasil dari penelitian bahwa praktik orderan fiktif Go-Food di Semarang berdasarkan hasil wawancara adalah sebagai berikut, 1) Driver mendapatkan orderan dari konsumen; 2) Driver memesan makanan sesuai aplikasi; 3) Driver menuju lokasi; 4) Konsumen hilang kontak dan titik lokasi palsu/fiktif; 5) Driver menunggu sekitar tga puluh menit; 6) Driver lapor ke pihak Go-Jek; 7) Dalam waktu 1x24 jam driver mendapatkan ganti rugi dari Go-Jek. Kemudian untuk ganti rugi dari pihak Go-Jek kepada driver, diberikan oleh pihak Go-Jek berupa materi uang sesuai dengan besarnya pesanan yang telah dipesan oleh konsumen yang melakukan tindakan orderan fiktif.
Kata Kunci: Go-Food, Orderan Fiktif, Pengemudi, Semarang.

ABSTRACT
Technological developments in the business world, namely in the field of digital startups (startup companies) have become one of the magnets for starting businesses in various fields, such as buying and selling online, online service providers, online ticket reservations and many others. This study discusses Go-Food services, especially drivers who experience fictitious orders in Semarang. This research uses normative law research using normative case studies in the form of legal behavior products, for example reviewing laws. The goal that the researcher wants to achieve is to analyze and answer problems related to the practice of fictitious orders for Go-Jek drivers on go-food services in Semarang City and legal protection for Go-Jek drivers who are harmed by cases of fictitious Go-Food orders in Semarang City. The results of the study show that the practice of fictitious Go-Food orders in Semarang based on interview results is as follows, 1) Drivers get orders from consumers; 2) Drivers order food according to the application; 3) Drivers go to the location; 4) Consumers lost contact and fake/fictitious location points; 5) Drivers wait about thirty minutes; 6) Drivers report to Go-Jek; 7) Within 1x24 hours the driver will receive compensation from Go-Jek. Then for compensation from Go-Jek to drivers, it is given by Go-Jek in the form of material money in accordance with the size of the order that has been ordered by the consumer who made a fictitious order.
Keywords: go-food, fictif, fictitious order, driver, semarang.
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PENDAHULUAN 
Semakin berkembangnya zaman, transportasi umum mengalami perubahan juga, kini ojek berbasis online telah mendominasi transportasi di kalangan masyarakat Indonesia (Widnyani et al., 2020). Sistem transportasi online adalah angkutan umum yang biasa digunakan namun dapat dioperasikan secara online, baik untuk pemesanan maupun pembayaran. Sistem transportasi online ini merupakan suatu inovasi baru yang dapat merubah prilaku bertransportasi pengguna jalan. Dengan adanya transportasi online yang menjadi pilihan pengguna jalan dapat menimbulkan suatu perubahan pola bertransportasi pengguna jalan dengan pilihan transportasi online (Abdillah et al., 2020). 
Perkembangan teknologi dalam dunia bisnis, yaitu di bidang startup digital (bisnis online) telah menjadi salah satu magnet untuk memulai usaha di berbagai bidang, seperti jual beli online, penyedia jasa online, pemesanan tiket online dan banyak lagi yang lainnya (Mawanda & Muhshi, 2019). Saat ini yang sedang menjadi sorotan publik adalah adanya penyedia jasa transportasi online diantaranya Go-Jek dan Grab. Dalam penelitian ini dikhususkan membahas tentang Go-Jek.
Kehadiran inovasi ojek online seperti ini sangat tepat digunakan untuk mendukung aktivitas kehidupan sehari-hari karena terdapat penggunaan transportasi yang dipadukan dengan teknologi internet sehingga masyarakat dengan mudah melakukan berbagai pilihan layanan pemesanan yang dibutuhkan (Simarmata et al., 2021). Dengan adanya aplikasi Go-jek, membantu masyarakat agar tidak perlu lagi mencari pangkalan ojek untuk dapat menggunakan jasa ojek tersebut.
Namun terdapat berbagai permsalahan yang muncul akibat dari berkembangnya teknologi, salah satunya adalah orderan fiktif. Atas tindakan tersebut, maka para driver mengalami kerugian berupa materiil dan bahkan berdampak pada akun driver yang diputus oleh mitra kerjanya. Tentu saja hal itu tidak ada ganti rugi yang didapatkan, karena di dalam perjanjian tidak ada yang menanggung kerugian yang dialami oleh driver (Megawati & Sudiro, 2020).
Untuk memberikan gambaran terhadap adanya orderan fiktif Go-Food yang merugikan driver, penulis membawa contoh kasus yang dialami oleh Bapak Audy Hamdani di Semarang yang berusia 59 Tahun. Kejadian yang dialami berawal ketika mendapatkan oderan makanan melalui aplikasi go-food, pesanan sebanyak 14 (empat belas) bungkus ayam geprek dan minuman dengan total harga Rp 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah). Setelahnya, Bapak Audy menuju alamat yang dituliskan sesuai aplikasi, namun sesampainya di tempat, ternyata alamat tersebut tidak berpenghuni, dan hal ini termasuk dalam orderan fiktif.  Dari kasus tersebut, dapat dilihat bahwa Bapak Audy mengalami dua kerugian, yakni kerugian secara materill dan kerugian secara non materiil. Adapun kerugian secara materiilnya adalah Bapak Audy telah kehilangan uang sejumlah Rp 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah) dan bensin untuk menuju ke tempat pesanan. Kerugian non materiilnya adalah tenaga yang dikeluarkan Bapak Audy, seperti mengantre pesanan dan membuang waktu kerjanya yang seharusnya dapat digunakan melayani pesanan yang lain.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya disebut dengan UUPK) telah memberikan jaminan keamanan kepada konsumen dalam penggunaan dan pemanfaatan barang/jasa yang dikonsumsi atau digunakan (Mashudi, 2017). Kewajiban konsumen dalam Pasal 5 huruf b dan c UUPK menyatakan “beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; dan membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati”. Selain regulasi Perlindungan Konsumen, Go-Jek dengan mitra dalam suatu kontrak elektronik telah berdasarkan pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
Driver harus melakukan perjanjian sebagai mitra, dan mitra hanya dapat memilih untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut. Sehingga akibat dari perjanjian ini tidak ada timbal balik dan tidak seimbangnya kedudukan antara PT Go-jek Indonesia dengan driver. Hal ini akan menjadi masalah antara PT Go-jek Indonesia dan driver untuk memastikan perlindungan hukum manakah yang sesuai bagi kedua pihak khususnya driver.  Dari berbagai uraian tersebut maka penulis akan melakukan penelitian terhadap praktik orderan fiktif di aplikasi Go-Jek di Semarang, juga perlindungan konsumen bagi driver terkait adanya orderan fiktif yang dialami oleh driver Go-Jek pada layanan Go-Food, penulisan akan penulis berikan judul “Perlindungan Hukum Bagi Driver Go-Jek Terhadap Orderan Go-Food Fiktif Di Kota Semarang.”
Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah praktik orderan fiktif terhadap pengemudi Go-Jek pada layanan go-food di Kota Semarang dan perlindungan hukum terhadap driver Go-Jek yang dirugikan akibat kasus orderan go-food fiktif di Kota Semarang.

METODE 
Penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang belaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.  Berdasarkan uraian tersebut, penulis memutuskan akan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan skripsi ini sebagai metode penelitian hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Praktik Orderan Fiktif Terhadap Pengemudi Go-Jek Pada Layanan Go-Food di Kota Semarang
Dalam layanan Go-Food terkadang terdapat konsumen yang memiliki itikad yang merugikan driver, seperti pemesanan Go-Food yang sengaja dipalsukan/fiktif hanya demi memuaskan niat jahat kepada para driver Go-Food. Pemesanan yang dilakukan oleh konsumen ghaib dalam hal ini adalah pemesanan yang menggunakan tunai, karena metode tunai diharuskan driver membuat dan membayar pesanan dengan menggunakan uang pribadinya terlebih dahulu. Apabila driver yang terkenan orderan fiktif tidak tergantikan uangnya maka akan mengalami kerugian.
Orderan fiktif adalah bentuk transaksi di aplikasi penyedia layanan (Gojek) yang dapat menunjukkan bahwa pesanan bersifat palsu/fiktif (tidak ada atau tidak jelas). Transaksi pesanan fiktif dilakukan oleh pengguna atau konsumen layanan dengan sengaja lalai, transaksi tersebut dapat menggunakan akun palsu atau menggunakan alamat palsu dengan maksud untuk merugikan pengemudi.
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan 3 (Tiga) Driver Go-Food yang pernah mengalami kerugian akibat orderan fiktif, dapat diketahui alur praktik orderan fiktif Go-Food seperti berikut (Wawancara dengan Driver Go-Jek Semarang, dilakukan pada 27 Januari 2023 di Semarang).


Gambar 1. Alur Praktik Orderan Fiktif Go-Food
Sumber: Wawancara Driver Go-Jek Semarang

Kronologis setiap orderan fiktif yang dialami oleh driver memiliki alur yang mirip, dimulai dari adanya notifikasi pesanan Go-Food dengan metode tunai, kemudian driver melakukan pemesanan seperti pada umumnya di Restoran dan menuju lokasi sesuai aplikasi yang dicantumkan oleh Konsumen. Setelah driver berada di titik koordinat, Konsumen mengalami hilang kontak, yang mengharuskan driver menanyakan kepada warga sekitar, namun warga sekitar tidak mengetahui nama Konsumen tersebut. Kemudian driver akan menunggu hingga 30 (Tiga Puluh) Menit untuk kepastian pesanan, ketika benar-benar tidak ada kontak, maka driver akan melaporkannya kepada pihak Go-Jek dengan memberikan bukti-bukti pesanan yang dilakukan.
Dalam wawancara peneliti dengan Driver 1, pihaknya mengatakan bahwa makanan yang sudah terlanjur dipesan akan diberikan ke fakir miskin. Dalam orderan fiktif tersebut, Driver 1 menderita sebanyak Rp 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah), namun setelah dua minggu kerugian tersebut diganti oleh pihak Go-Jek (Wawancara dengan Driver 1 selaku Driver Go-Jek yang mengalami orderan fiktif, dilakukan di Semarang pada 27 Januari 2023).
Kemudian wawancara dengan Driver 2 tidak jauh berbeda, pihaknya mengatakan bahwa hasil dari makanan yang telah dipesan diberikan kepada tukang becak untuk melengkapi pelaporan ke pihak Go-Jek, hal tersebut dilakukan oleh Driver 2 dengan alasan agar akunnya aman dan tidak terkena suspen oleh Go-Jek. Driver 2 mengalami kerugian sebesar Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) (Wawancara dengan Driver 2 selaku Driver Go-Jek yang mengalami orderan fiktif, dilakukan di Semarang pada 27 Januari 2023).
Wawancara dengan Driver 3 yang mengalami orderan fiktif, pihaknya mengaku mengalami kerugian sekitar Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), pihaknya memberikan makanan yang telah dipesan kepada anak-anak panti asuhan terdekat. Setelah mengajukan klaim ke pihak aplikasi Go-Jek dengan melampirkan struk pesanan dan dalam waktu satu kali dua puluh empat jam uangnya diganti oleh Go-Jek (Wawancara dengan Driver 2 selaku Driver Go-Jek yang mengalami orderan fiktif, dilakukan di Semarang pada 27 Januari 2023).
Dari hasil penelitian, kerugian yang dialami oleh ketiga narasumber adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Kerugian Yang Dialami Driver Go-Food
	Driver
	Kerugian

	Driver 1
	Rp 70.000,-

	Driver 2
	Rp 100.000,-

	Driver 3
	Rp 150.000,-


Sumber: Wawancara Driver Go-Jek Semarang

Berdasarkan hasil penelitian, praktik orderan fiktif Go-Food di Semarang memiliki alur yang sama, yakni:
1. Dimulai dengan pesanan masuk melalui aplikasi Go-Jek dari fitur layanan Go-Food.
2. Driver akan memesankan makanan sesuai dengan pesanan Konsumen.
3. Ketika selesai memesan makanan, driver akan segera menuju titik antar lokasi sesuai yang tercantum pada aplikasi Konsumen.
4. Setelah driver sampai di tujuan, Konsumen hilang kontak secara tiba-tiba dan titik lokasi yang dituliskan adalah fiktif/palsu.
5. Driver tidak langsung meninggalkan titik lokasi, namun akan mencari terlebih dahulu dengan bertanya di sekitar lokasi kepada warga tentang nama Konsumen yang memesan, setelah tidak ditemukannya nama Konsumen dan warga sekitar tidak mengenal, driver akan sadar bahwa pesanan yang diambilnya merupakan orderan fiktif.
6. Setelah lebih dari 30 Menit maka driver akan melakukan laporan kepada pihak Go-Jek dengan mengklik Bantuan.
7. Driver akan mengambil bukti terkait dengan foto pesanan dan struk untuk membuat laporan kepada Go-Jek.
8. Setelah 1x24 jam driver akan mendapatkan klaim dari Go-Jek dengan besaran yang sama dengan kerugian yang diakibatkan orderan fiktif.
Menurut hemat peneliti, kerugian yang dialami oleh para driver tidak hanya berkisar pada kerugian uang saja, namun apabila dianalisis lebih dalam driver yang mengalami orderan fiktif juga mengalami kerugian secara tenaga, waktu, dan pikiran. Secara materiil, selain uang yang dikeluarkan untuk pesan makanan konsumen, juga bensin motor yang terbuang sia-sia, karena kemungkinan orderan yang didapatkan memiliki titik lokasi yang sangat jauh.

Perlindungan Hukum Terhadap Driver Go-Jek Yang Dirugikan Akibat Kasus Orderan Go-Food Fiktif di Kota Semarang
Alasan mengapa PT. AKAB maupun Go-Jek harus memberikan ganti rugi terhadap driver yang mengalami orderan fiktif karena adanya suatu keterikatan dalam perjanjian mitra antara Go-Jek dengan driver.
Sebagaimana termaksud dalam bunyi pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, maka berdasarkan bunyi pasal tersebut, dimaksudkan bahwasannya setiap penyelenggaraan negara dalam segala bidang tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku di negara ini. Hal ini di pertegas pula dengan ketentuan Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimuka hukum”. Berpijak dari itulah kemudian perlindungan hukum menjadi suatu yang esensial dalam kehidupan bernegara (Indonesia, 2002).
Perlindungan hukum haruslah tercermin dari berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari keberagaman hubungan yang terjadi di masyarakat. Hubungan antar masyarakat melahirkan hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan dari masing-masing masyarakat. Dengan adanya keberagaman hubungan hukum tersebut membuat para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan-kekacauan di dalam masyarakat (Kansil, 2018).
Sebelum memasuki pembahasan perlindungan hukum yang diberikan, peneliti akan menguraikan terlebih dahulu pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku orderan fiktif, yang mana ha tersebut merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pelaku dapat disebut dengan tindakan-tindakan di bawah ini:
1. Wanprestasi
Sebagaimana Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) berbunyi: “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”. 
2. Perbuatan Melawan Hukum
Dalam konteks hukum perdata perbuatan, perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), bahwa dijelaskan pihak yang dirugikan oleh pihak lain berhak menuntut ganti rugi tetapi ini bukan dalam lapangan perjanjian (Sari, 2021). Pelanggaran ini lebih tepat digolongkan jika yang melakukan orderan fiktif tersebut ialah konsumen. Karena berbeda dengan driver konsumen tidak terikat dalam perjanjian kontrak elektronik antara GO-JEK dengan konsumen, melainkan hanya sebuah ketentuan atau peraturan dalam penggunaan aplikasi GO-JEK. Secara singkat, tidak wanprestasi karena tidak ada perjanjian yang dilakukan sebelumnya (Farqi et al., n.d.).
3. Persaingan Usaha Tidak Sehat
Persaingan usaha tidak sehat menurut Pasal 1 huruf f UU No. 5 Tahun 1999 yakni persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
Pelanggaran ini lebih tepatnya ditujukan kepada driver, mengingat berdasarkan salah satu faktor terjadinya orderan fiktif ialah karena persaingan antar sesama. Driver itu sendiri bukanlah karyawan atau buruh, melainkan pelaku usaha penyedia layanan. hal tersebut dibuktikan dalam Pengaturan Penggunaan Aplikasi yang menyatakan aplikasi GO-JEK merupakan sarana untuk menemukan layanan yang disediakan oleh pihak ketiga (pengemudi ojek) dan menawarkan informasi tentang layanan yang disediakan oleh penyedia layanan.
4. Penipuan
Penipuan yang dilakukan dalam orderan fiktif ini tidak hanya penipuan yang disebutkan dalam KUHP saja, melainkan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga sangat relevan dengan kasus tersebut. Karena salah satu penipuan yang dilakukan memakai sarana yang berhubungan dengan Informasi dan Transaksi Elektronik (Farqi et al., n.d.).
Driver adalah subjek hukum, penindakan dan pencegahan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap perbuatan atau perbuatan yang dilakukan sesuai dengan hak dan kewajibannya berupa tindakan perlindungan hukum terhadap subjek hukum. Karena hubungan hukum tunduk pada perlindungan hukum. Suatu perlindungan hukum harus dapat diterapkan dalam masyarakat berupa adanya kepastian hukum yang ada. Ketika driver menggunakan aplikasi Go-Jek maka driver dapat mengetahui perjanjian elektronik kerjasama kemitraan bahwa yang mengikuti perjanjian elektronik bukan cuma satu pihak saja melainkan ada beberapa pihak yaitu pihak PT. AKAB, PT. GI (Go-Jek Indonesia), dan Mitra.
PT. AKAB memiliki arti Perseroan Terbatas Aplikasi Karya Anak Bangsa merupakan pihak yang merancang, mempunyai serta mengelola aplikasi yang disebut Go-Jek. Aplikasi ini sudah terdaftar untuk melakukan suatu jasa layanan dalam kendaraan roda dua maupun roda empat yang berbagai macam yang telah ada dalam aplikasi Go-Jek yang sudah dapat di manfaatkan oleh konsumen. Jasa layanan yang diberikan mulai dari suatu jasa layanan antar dan jemput barang serta dapat antar dan jemput orang dari satu lokasi ke lokasi yang dituju dan jasa lainnya yang dapat memudahkan penggunanya serta dapat memberi solusi untuk keperluan yang diingkan oleh penggunanya.
Kerugian yang dialami oleh driver Go-Jek bukanlah kesalahan atau kelalaian driver Go-Jek, melainkan tindakan dari pelanggan Go-Jek itu sendiri. PT AKAB adalah pengelola aplikasi gojek dan penghubung antara driver gojek, pelanggan dan restoran. Oleh karena itu, PT AKAB harus memberikan ganti rugi kepada pengemudi yang mengalami kerugian akibat order palsu. Ganti rugi ini akan menjadi bentuk tanggung jawab kepada driver Go-Jek sebagai mitranya.
Dengan adanya perjanjian kemitraan di atas maka Go-Jek wajib untuk memberikan perlindungan terhadap kerugian yang dialami oleh driver akibat dari orderan fiktif. Berdasarkan hasil wawancara dengan driver, ketiga narasumber mengaku bahwa uang yang hilang akibat orderan fiktif dapat dikembalikan oleh pihak Go-Jek.
Berdasarkan wawancara dengan para narasumber, tindakan yang diambil oleh PT. Go-Jek dan upaya kompensasi maupun tanggung jawab Go-Jek Indonesia sangat baik dalam mengkompensasi kerugian mitra driver Go-Jek akibat pesanan virtual dari konsumen menggunakan layanan Go-Food. PT. Go-Jek bertindak cepat dan tepat. Go-Jek Indonesia akan lebih meningkatkan sistem autentikasi saat melakukan pendaftaran aplikasi Go-Jek, agar perilaku konsumen pengguna aplikasi Go-Jek di layanan Go-Food tidak lagi salah order yang merugikan mitra.

KESIMPULAN 
Praktik orderan fiktif Go-Food di Semarang berdasarkan hasil wawancara dilakukan dengan alur: 1) Dimulai dengan pesanan masuk melalui aplikasi Go-Jek dari fitur layanan Go-Food. 2) Driver akan memesankan makanan sesuai dengan pesanan Konsumen. 3) Ketika selesai memesan makanan, driver akan segera menuju titik antar lokasi sesuai yang tercantum pada aplikasi Konsumen. 4) Setelah driver sampai di tujuan, Konsumen hilang kontak secara tiba-tiba dan titik lokasi yang dituliskan adalah fiktif/palsu. 4) Driver tidak langsung meninggalkan titik lokasi, namun akan mencari terlebih dahulu dengan bertanya di sekitar lokasi kepada warga tentang nama Konsumen yang memesan, setelah tidak ditemukannya nama Konsumen dan warga sekitar tidak mengenal, driver akan sadar bahwa pesanan yang diambilnya merupakan orderan fiktif. 5) Setelah lebih dari 30 Menit maka driver akan melakukan laporan kepada pihak Go-Jek dengan mengklik Bantuan. 6) Driver akan mengambil bukti terkait dengan foto pesanan dan struk untuk membuat laporan kepada Go-Jek. 7) Setelah 1x24 jam driver akan mendapatkan klaim dari Go-Jek dengan besaran yang sama dengan kerugian yang diakibatkan orderan fiktif.
Berdasarkan surat perjanjian kemitraan antara Go-Jek dengan Driver, Go-Jek memiliki tanggungjawab dalam pemberian ganti rugi akibat orderan fiktif yang dialami oleh driver. Pemberian ganti rugi yang diberikan oleh pihak Go-Jek berupa materi uang sesuai dengan besarnya pesanan yang telah dipesan oleh konsumen yang melakukan tindakan orderan fiktif. Para mitra Go-Jek dapat mengeklaim kerugiannya kepada pihak Go-Jek dengan persyaratan yang ditentukan.
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Driver mendapatkan notifikasi pesanan Go-Food (Pembayaran Tunai)


Driver memesan makanan sesuai pesanan konsumen


Drver menuju lokasi konsumen


Konsumen hilang kontak dan titik koordinatnya palsu


Driver mengupayakan menunggu kurang lebih 30 menit dan menanyakan warga sekitar


Driver melaporkan ke aplikasi Go-Jek melalui Menu Bantuan


Driver mendapatkan ganti rugi dari Go-Jek.


Driver mengambil bukti terkait pesanan Go-Food
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